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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
       Dalam  laporan ini dapat disimpulkan bahwa era globalisasi dimana kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin meningkat membuat 
perusahaan baik swasta maupun instansi pemerintah lebih mengutamakan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan profesional 
dibidangnya. Selain itu sistem perekonomian yang tidak lama lagi akan 
menerapkan perekonomian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut 
Praktikan agar lebih mempersiapkan diri untuk bersaing dengan tenaga 
profesional dari berbagai latar belakang.Maka dari itu, Praktikan perlu 
menunjukan keterampilan serta mengaplikasikan pengetahuan dibidangnya 
didalam sebuah perusahaan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
      Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan yaitu memperkenalkan Praktikan dengan 
dunia kerja serta untuk mengaplikasikan pengetahuan Praktikan. Pengalaman 
lapangan yang memberikan gambaran bagi mahasiswa mengenai dunia kerja, 
mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, tanggap dan dapat memecahkan 
masalah yang terjadi dilapangan. 
      Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan divisi Unit 
Kontrol Intern subdivisi Kepatuhan Internal. Secara singkat kegiatan pada bidang 
ini berhubungan dengan bidang kesekretariatan. Pelaksanaan kerja yang dilakukan 
seperti menangani telepon masuk dan keluar, menangani kelengkapan surat, 
mengarsipkan dokumen sementara, menangani kesediaan ruang rapat, menjadi 
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notulen rapat serta ikut serta dalam kegiatan evaluasi Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan dan tugas tambahan sekretaris lainnya. 
Praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan menghadapi 
kendala yaitu kurang efektif dan efisiennya manajemen organisasi Direktorat 
Jenderal perimbangan Keuangan serta kurangnya koordinasi antara pimpinan dan 
bawahan. Dalam kegiatan ini Praktikan ditugaskan untuk menangani registrasi 
serta meminta tanda tangan pengesahan dari kepala bagian. Praktikan mengatasi 
kendala tersebut berdasarkan teori-teori para ahli khususnya pada manajemen 
organisasi yang baik, serta teori kepemimpinan situasional. 
Adapun saran yang diberikan Praktikan yaitu perusahaan lebih banyak lagi 
memberi pekerjaan yang bermanfaat dan tentunya mempunyai relevansi dengan 
latar belakang Praktikan yaitu bidang kesekretarisan serta lebih melengkapi 
dengan fasilitas dan teknologi yang mendukung pekerjaaan kesekretarisan dan 
Universitas Negeri Jakarta menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dan 
dengan akreditasi yang baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
      Era globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk berperan dan 
berkompetisi dalam dunia kerja. Perguruan tinggi yang berperan dalam mencetak 
sumber daya yang siap memasuki dunia kerja harus pula membenahi diri dengan 
meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan lulusan yang kompeten, tangguh dan 
mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja. Untuk mempersiapkan 
lulusan yang demikian diperlukan suatu sistem yang dapat memperkenalkan 
mahasiswa pada dunia kerja secara lebih dini sehingga lulusan diharapkan telah 
mempunyai gambaran tentang sistem kerja dengan segala situasi, konsekuensi dan 
kompetisi kerja. Maka sistem yang dimaksud adalah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Tidak hanya kemajuan zaman yang menuntut sumber daya manusia yang 
kompeten dibidangnya tetapi ditambah dengan perekonomian Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA) membuat perusahaan atau instansi pemerintah lebih 
mengutamakan sumber daya manusia yang profesional dalam menghadapi 
perekonomian yang semakin sulit dan semakin banyak tantangan. Maka untuk 
mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional maka Praktikan harus 
mengetahui sistem kerja sekretaris yang sesungguhnya. Dan untuk mengetahui 
sistem kerja sekretaris yang profesional maka Praktikan menjalani Praktik Kerja 
Lapangan dengan menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang 
kesekretarisan. 
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Praktikan diharapkan menjadi sumber daya yang profesional di bidangnya. 
Praktikan dapat meningkatkan profesionalitas melalui proses pembelajaran 
maupun melalui teknologi yang semakin hari meningkat semakin pesat bahkan 
mempengaruhi gaya hidup manusia. Selain profesional di bidangnya , Praktikan 
harus memiliki kemampuan ahli lainnya bilamana kesulitan mencari pekerjaan 
yang mempunyai relevansi dengan latar belakang Praktikan maka Praktikan 
memiliki kemampuan yang lainnya. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat kelulusan yang 
harus ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma III jurusan Ekonomi 
Administrasi Program Studi Sekretari Di Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja 
Lapangan dapat dilakukan di perusahaan swasta atau di instansi pemerintah yang 
pastinya memiliki relevansi atau hubungan dengan studi yang Praktikan ambil di 
Universitas Negeri Jakarta.  
Dengan berbagai pertimbangan yang dilihat dari berbagai aspek, maka 
Praktikan memilih Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga tersebut 
menempatkan Praktikan pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan divisi 
Unit Kontrol Intern subdivisi Kepatuhan Internal. Pada divisi ini, Praktikan 
ditugaskan untuk menangani telepon, mengatur kearsipan aktif dan kearsipan 
tidak aktif, menangani surat, membuat notulen, menjadi panitia kegiatan evaluasi 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan terhadap 
kelengkapan surat, membantu pengiriman surat edaran ke seluruh daerah di 
Indonesia, mengedarkan daftar peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan 
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Republik Indonesia, merekapitulasi daftar hadir peserta Dana Alokasi Khusus 
(DAK) , membubuhkan alamat pada amplop, mencatat daftar persediaan barang. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan diantaranya:  
a) Memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL.  
b) Membekali Praktikan menghadapi tantangan dan persaingan duniakerja.  
c) Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang telah 
didapatkan dengan kenyataan kerja di dalam perusahaan.  
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan diantaranya:  
a) Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mengenai dunia kerja sekaligus  
memberikan kesempatan menerapkan ilmu dan keterampilan di lapangan 
kerja.  
b) Meluaskan wawasan dan pandangan terhadap jenis-jenis pekerjaan.  
c) Untuk memperoleh pengetahuan secara langsung kepada Praktikan dalam 
dunia kerja yang tidak didapatkan dalam perkuliahan.  
d) Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori 
akademis kesekretarisan yang diperoleh dari perkuliahan.  
 
 
 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
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1. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia diantaranya:  
a) Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
antara perusahaan dan UNJ.  
b) Memungkinkan perusahaan untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa UNJ 
yang berkualitas untuk ditempatkan ke dalam perusahaannya.  
c) Membantu dalam proses pekerjaana dministrasi dan kegiatan operasional 
lainnya.  
d) Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan 
perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan 
analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL. 
2. Bagi Praktikan diantaranya:  
a) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang situasi dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya.  
b) Melatih mental dan keterampilan mahasiswa dalam bekerja di sebuah 
perusahaan.  
c) Dapat mempraktikan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam 
perusahaan.  
d) Mengenalkan dan membiasakan diri Praktikan terhadap suasana kerja yang 
sebenarnya sehingga dapat membangun etos kerja yang baik dengan 
kedisiplinan waktu.  
 
 
3. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ diantaranya:  
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a) Dapat meningkatkan kurikulum Fakultas Ekonomi UNJ yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan saat ini.  
b) Mengetahui seberapa besar kemampuan dan pemahaman mahasiswa 
dalammenyerap ilmu yang di dapat dalam perkuliahan ke dalam praktik 
kerja yang sesungguhnya.  
c) Mengembangkan kegiatan PKL di Fakultas Ekonomi UNJ sehingga 
kegiatan PKL dapat berjalan denganbaik.  
d) Sebagai informasi tambahan untuk program studi sekretari untuk 
pengembangan wawasan program studi.  
e) Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya 
untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL 
f) Dapat menjalin kerjasama dengan instansi tempat PKL 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
 Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Divisi Unit 
Kontrol Intern Subdivisi Kepatuhan Internal. Berikut ini merupakan informasi 
perusahaan tempat melaksanakan praktik kerja lapangan. 
Nama Perusahaan  : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan      
     Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Alamat kantor  : Jl. DR. Wahidin No. I Gedung Radius Prawiro Lantai 9    
    Jakarta Pusat, 10710 
Phone   : 021-3509442 
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Faksimili  : 021-3509443 
Website   :  humas.djpk@kemenkeu.go.id 
      Alasan Praktikan memilih tempat PKL adalah karena perusahaan tersebut 
merupakan salah satu lembaga negara terbesar di Indonesia yang menangani 
masalah keuangan di negara Indonesia. Oleh karena itu Praktikan ingin 
mengetahui lebih dalam bagaimana sistem kesekretariatan yang berlaku di 
instansi pemerintah tersebut. Serta ingin melihat bagaimana tata cara perkantoran 
di sebuah instansi pemerintahan. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
1. Tahap Persiapan  
       Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan mengurus 
surat permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di bagian akademik 
Gedung R Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang disetujui 
oleh Ketua Program Studi Diploma III Sekretari, lalu Praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAAK yang 
ditujukan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setelah surat 
permohonan selesai di buat oleh BAAK, kemudian dilanjutkan dengan 
memberikan langsung surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke Biro 
Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setelah 
disetujui,surat diserahkan ke bagian Kepegawaian, yang selanjutnya bagian 
Kepegawaian memberikan surat balasan dan menyetujui surat permohonan 
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tersebut sehingga Praktikan dapat melaksanakan PKL di Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia pada Unit Kontrol Intern Divisi Kepatuhan Internal 
selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2015. Praktikan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari hari senin hingga hari jumat 
selama 8 (delapan) jam. Waktu kerja selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dimulai dari pukul: 08.00-17.00 WIB dan jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 
WIB. 
 
3. Tahap Pelaporan  
Praktikan menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah 
satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Sekretari, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Praktikan mempersiapkan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di mulai dari awal bulan September sampai dengan selesai 
pada akhir bulan Oktober yang dibimbing oleh dosen pembimbing. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 
A.  Gambaran Umum Instansi 
1. Sejarah Singkat Instansi 
      Dibentuk sesuai amanat Pasal 18A UUD 1945, Pasal 2d, 2e dan 2f Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 
2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka 
pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan 
keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana 
jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam 
APBN cenderung meningkat setiap tahunnya.Sampai dengan saat ini, tidak ada 
unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara 
khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah secara terpadu. 
      Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan 
merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal 
Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi 
Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit 
baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 
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perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat 
lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (road map) yang telah 
dicanangkan. 
 
B. Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
1. VISI 
”Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel 
dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.” 
2. MISI 
Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, DJPK melaksanakan 
Misi sebagai berikut : 
 Mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengkajian, 
supervisi, dan evaluasi kebijakvisian pajak daerah dan retribusi daerah 
yang konstruktif, adil, dan selaras dengan kebijakan perpajakan 
nasional; 
 Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana 
perimbangan yang transparan, adil, proporsional, dan demokratis; 
 Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam 
rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan 
berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 
 Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
pembiayaan daerah agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya 
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rendah dan tingkat risiko yang dapat ditoleril; 
 Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah 
yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
1. Tugas     
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, 
dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
2. Fungsi  
a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana 
perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan 
retribusi daerah; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana 
perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan 
retribusi daerah; 
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi 
dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, 
dan pajak daerah dan retribusi daerah; 
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d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan 
pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan 
pajak daerah dan retribusi daerah; 
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi 
dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, 
dan pajak daerah dan retribusi daerah; 
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan; dan 
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang 
Kementerian Keuangan. 
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4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
 
 
Gambar II.1 
Sumber : Portal DJPK 
 
5. Kegiatan Umum Perusahaan 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah salah satu instansi 
pemerintah yang bertugas untuk: 
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a)  Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
b)  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, 
pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi 
daerah, 
c) Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, 
perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan 
evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana 
Otonomi khusus), 
d) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, 
pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah dan kapasitas 
daerah, 
e) Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, 
pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan 
informasi keuangan daerah, 
f) Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di 
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja  
      Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia, Praktikan ditempatkan di sub divisi Kepatuhan Internal divisi Unit 
Kontrol Intern Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun bidang kerja 
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
1) Otomatisasi kantor  
a. Menangani telepon 
b. Scan  
2)  Kearsipan 
a. Mengatur kearsipan aktif dan kearsipan tidak aktif 
b. Menangani surat masuk dan surat keluar 
3) Kesekretarisan 
a. Menjadi panitia kegiatan evaluasi Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia 
4) Korespondensi 
a. Membubuhkan alamat pada amplop 
5)  Administrasi Perkantoran 
a. Mencatat daftar persediaan barang 
b. Merekapitulasi daftar hadir peserta Dana Alokasi Khusus dari seluruh 
daerah di Indonesia 
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c. Mengedarkan list peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia 
6) Tugas lainnya 
a. Membantu pengiriman surat edaran ke seluruh daerah di Indonesia. 
b. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap perlengkapan 
rapat  
B.  Pelaksanaan Kerja  
Pada awal praktik kerja lapangan, kepala bidang dari divisi Unit Kontrol 
Intern, menjadi pembimbing Praktikan. Pada mulanya Praktikan dikenalkan 
kepada kepala Bagian divisi Unit Kontrol Intern yang bertanggung jawab dalam 
memimpin divisi serta kepada para karyawan di Unit Kontrol Intern. Praktikan 
juga dijelaskan tentang divisi dimana Praktikan ditempatkan dan dijelaskan 
bagian-bagian ruangan kantor di divisi Unit Kontrol Intern. Selama melaksanakan 
praktik adapun kegiatan yang dilakukan adalah: 
1. Menangani Telepon  
a. Menangani Telepon Masuk  
       Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 
suara, telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam 
jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi 
dengan pengguna telepon lainnya. Adapun yang dilakukan Praktikan dalam 
menangani telepon masuk sebagai berikut:  
1) Ketika telepon masuk berdering pada dering kedua, Praktikan mengangkat 
telepon.  
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2) Praktikan mengangkat telepon dengan tangan kiri, sedangkan tangan 
kanan memegang alat tulis dan kertas.  
3) Praktikan menjawab telepon seperti “Selamat pagi, Unit Kontrol Intern 
ada yang bisa saya bantu?”.  
4) Praktikan menanyakan terlebih dahulu identitas si penelepon seperti 
“Dengan siapa saya berbicara dan dari Divisi mana ?”.  
5) Apabila si penelepon ingin berbicara dengan kepala divisi atau dengan 
karyawan lain, Praktikan mempersilahkan penelepon menunggu dengan 
menekan tombol tanda tunggu.  
6) Praktikan menginformasikan terlebih dahulu kepada kepala divisi atau 
karyawan lain apakah beliau bersedia berbicara dengan si penelepon.  
7) Apabila kepala divisi atau karyawan bersedia menerima telepon, maka 
Praktikan menyambungkan telepon tersebut dengan menekan angka 
extention kepala divisi tersebut. Namun, apabila kepawrla divisi atau 
karyawan tidak bersedia karena sibuk atau tidak ada di tempat seperti rapat 
maka, Praktikan menyampaikan kepada si penelepon seperti “Mohon maaf 
beliau sedang tidak ada ditempat, apakah ada pesan yang ingin 
ditinggalkan?”.  
8) Apabila ada pesan yang ingin ditinggalkan, Praktikan mencatat pesan 
tersebut ke dalam kertas.  
9) Didalam kertas tersebut berisi identitas, hari, tanggal, waktu dan pesan 
penelepon.  
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10) Sebelum mengakhiri telepon, Praktikan mengulang kembali pesan-pesan 
penting yang sudah disampaikan agar dapat diperiksa kebenarannya.  
11) Setelah mengulang pesan tersebut, Praktikan mengakhiri pembicaraan 
dengan mengucapkan terima kasih dan salam seperti “Terima kasih telah 
menghubungi Unit Kontrol Intern, selamat pagi”. 
 
b. Menangani Telepon Keluar  
Selain telepon masuk, Praktikan juga menangani telepon kelclosiuar. 
Telepon disetiap unit kerja tidak dapat langsung menghubungi nomor luar kantor 
karena ada kode tersendiri kecuali menelepon sesama unit kerja dengan 
menggunakan extention. Didalam praktik kerja lapangan, Praktikan melakukan 
panggilan keluar jika ada hubungannya dengan kebutuhan Unit Kontrol Intern 
misalnya untuk keperluan rapat. Adapun yang dilakukan Praktikan dalam 
menangani telepon keluar sebagai berikut:  
1) Praktikan terlebih dahulu mempersiapkan alat tulis dan kertas untuk 
mencatat.  
2) Kemudian mempersiapkan nomor telepon yang ingin dituju lalu 
menghubunginya.  
3) Tangan kiri mengangkat gagang telepon sedangkan tangan kanan menekan 
nomor yang dituju.  
4) Setelah telepon tersebut diangkat yang dilakukan Praktikan adalah 
memperkenalkan diri seperti “Selamat pagi saya dari Unit Kontrol ntern 
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DJPK, apakah benar ini adalah Bapak atau Ibu “A”? jika benar, kemudian 
menjelaskan maksud dan tujuan Praktikan menelepon.  
5) Praktikan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan baik dan 
suara yang jelas.  
6) Pada akhir pembicaraan yang dilakukan seperti “Demikianlah informasi 
ini saya sampaikan terima kasih selamat pagi”.  
Berikut adalah contoh telepon Kepatuhan Internal DJPK: 
 
Gambar II.2 
Sumber : Unit Kontrol Intern 
2. Mengatur Kearsipan Aktif Dan Tidak aktif 
Dokumen yang sudah tidak aktif dipisahkan dengan dokumen yang masih 
aktif. Kemudian dokumen yang sudah tidak aktif tersebut disimpan di tempat 
khusus atau bahkan dimusnahkan apabila dokumen tersebut sudah benar benar 
tidak diperlukan lagi di waktu yang akan datang. Pemusnahan arsip adalah 
tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir 
fungsinya, serta tidak memiliki nilai guna. Pemusnahan tersebut dilakukan secara 
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total yaitu dengan mesin penghancur kertas sehingga tidak dapat dikenali lagi baik 
isi maupun bentuknya. Namun demikian, sebelum suatu arsip diputuskan untuk 
dimusnahkan, Praktikan perlu mengetahui sifat karakteristik dari arsip tersebut. 
Maksudnya adalah agar Praktikan tidak salah dalam memusnahkan arsip. Adapun 
contoh dokumen tersebut adalah undangan rapat, daftar hadir rapat dan bahan 
bahan persentasi serta dokumen yang tidak penting.  
Dokumen yang sudah masih aktif dipisahkan menurut jenis suratnya lalu 
diurutkan berdasarkan tahun dokumen atau rapat. Surat atau dokumen tersebut 
walaupun bukan termasuk dalam arsip aktif dan secara operasional juga tidak 
dibutuhkan lagi tidak dapat dimusnahkan karena sewaktu waktu akan digunakan 
dalam proses hukum. Adapun contoh dokumen tersebut adalah kontrak-kontrak 
kerja, kuitansi, serta warkat sejenis lainnya. 
Dokumen yang masih aktif kemudian disimpan oleh Praktikan ke dalam 
tempat penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip yang digunakan di Unit 
Kontrol Intern adalah penyimpanan arsip dengan sistem tanggal. Adapun kegiatan 
yang dilakukan oleh praksgtikan dalam menata arsip adalah : 
1) Memisah-misahkan atau segregating, yaitu merupakan kegiatan sortir, 
untuk mengelompokkan arsip sesuai tanggal. 
2) Pemeriksaan arsip atau meneliti disposisi, yaitu mengadakan 
pemeriksaan, agar dketahui surat yang akan disimpan telah mendapat 
disposisi atau belum. Surat yang belum ada disposisinya harus 
mendapat persetujuan oleh kepala bagian. Hal ini perlu dilakukan 
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untuk menghindari masuknya surat-surat yang masih aktif ke tempat 
penyimpanan. 
3) Menyimpan arsip secara benar ke dalam tempat penyimpanan serta 
memberi kode. 
Berikut adalah contoh arsip Kepatuhan Internal DJPK: 
 
Gambar II.3 
Sumber : Unit Kontrol Intern 
3. Penanganan Surat  
a. Surat Masuk 
Setiap surat yang masuk ke Unit Kontrol Intern sangat berharga karena surat 
dapat menjadi bahan otentik sekaligus landasan bagi Unit Kontrol Intern untuk 
melakukan kegiatannya. Dalam hal ini Praktikan bertugas untuk menangani surat 
masuk. Dalam menangani surat masuk terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 
Praktikan yaitu: 
1) Mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk 
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2) Memeriksa kebenaran alamatnya, apabila salah alamat, surat segera 
dikembalikan ke pengirim 
3) Menandatangani bukti penerimaan pada buku agenda sebagai bukti 
bahwa surat telah diterima. 
4) Memisahkan surat berdasarkan subdivisi yang dituju 
5) Menginput surat masuk tersebut ke Informasi Tata Persuratan DJPK. 
6) Diberikan ke Kepala Bagian Unit Kontrol Intern untuk didisposisikan. 
7) Menyampakan surat tersebut kepada kepala divisi yang sesuai dengan 
disposisi dari Kepala Bagian. 
 
b. Surat Keluar 
      Begitu juga dengan surat keluar , surat keluar seperti nota dinas, surat 
undangan rapat dan surat perintah yang dikonsep oleh pegawai di Unit Kontrol 
Intern diberikan kepada Praktikan untuk selanjutnya ditangani oleh Praktikan. 
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Praktikan dalam menangani surat keluar 
adalah sebagai berikut: 
1) Surat yang telah dikonsep oleh pegawai di input ke Informasi Tata 
Persuratan DJPK. 
2) Memberi nomor surat sesuai dengan ketentuan dalam Informasi Tata 
Persuratan DJPK. 
3) Memberi cap/stempel Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan atau dengan tanda tangan dari kepala bagian Unit Kontrol 
Intern. 
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4) Melipat dan memasukkan surat ke dalam amplop. 
5) Mengirim surat dengan menggunakan buku agenda. 
Berikut gambar Informasi Tata Persuratan Kepatuhan Internal DJPK: 
 
Gambar II.4 
Sumber : Portal DJPK 
4. Membuat Notulen 
 Selama rapat atau pertemuan berlangsung, maka sekretaris bertanggung 
jawab untuk membuat catatan. Dalam beberapa kesempatan Praktikan 
diikutsertakan dalam kegiatan rapat. Dalam kegiatan rapat tersebut Praktikan 
ditugaskan untuk membuat notulen. Berikut adalah hal yang diperhatikan oleh 
Praktikan dalam membuat notulen yaitu : 
1) Nomor dan jenis rapat 
2) Waktu rapat dimulai dan rapat selesai. Namun jika belum diketahui 
pasti waktu selesainya  maka ditulis waktu mulai pukul 08.00-selesai. 
3) Daftar hadir ditanda tangani oleh peserta dan dilamprkan pada notulen 
4) Setelah rapat selesai, Praktikan mengoreksi lagi notulen dan 
menyalinnya kembali. 
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5) Bila perlu, salinan digandakan untuk dibagikan kepada pihak yang 
tidak hadir ketika rapat. 
 
5. Menjadi panitia kegiatan evaluasi Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. 
 Direktorat Jenderal Perimbangan adalah direktorat yang menangani masalah 
yang berkaitan dengan daerah khususnya mengenai dana yang dialokasikan untuk 
daerah. Maka DJPK akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang 
dihadapi oleh daerah tersebut melalui kegiatan pengumpulan dokumen untuk 
selanjutnya dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Maka 
dalam kegiatan yang dilakukan oleh DJPK Praktikan mendapat tugas untuk 
menerima tamu yaitu untuk mengisi registrasi serta mengarahkan tamu Dana 
Alokasi Khusus dalam pengumpulan dokumen sampai dengan membantu para 
peserta untuk penyelesaian pemberkasan evaluasi Dana Alokasi Khusus. Adapun 
hal yang dilakukan oleh Praktikan ketika menerima melayani tamu dalam 
registrasi adalah sebagai berikut: 
1) Menyapa tamu dengan kalimat pembuka, seperti “Selamat pagi, silahkan 
di isi registrasinya” 
2) Memberi informasi yang dibutuhkan oleh tamu terkait dengan evaluasi 
Dana Alokasi Khusus. 
3) Mengarahkan tamu untuk menghubungi pegawai yang lebih berhak dalam 
menangani evaluasi Dana Alokasi Khusus. 
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4) Bila tamu terpaksa menunggu, Praktikan menciptakan suasana yang 
nyaman. 
 
6. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap perlengkapan rapat  
Rapat merupakan suatu alat komunikasi langsung antara pimpinan dan 
staffnya. Secara umum rapat dapat diartikan sebagai pertemuan antara sejumlah 
orang atau kelompok untuk membicarakan atau membahas suatu hal atau 
masalah. Adapun tujuan pelaksanaan rapat adalah untuk memecahkan masalah, 
menyampaikan informasi, mendorong peserta rapat untuk berpartisipasi pada 
masalah yang dikemukakan, serta untuk menciptakan koordinasi yang baik. 
Ketika Unit Kontrol Intern akan melakukan rapat, Praktikan ditugaskan untuk 
memeriksa kelengkapan dari rapat. Adapun hal yang perlu dilakukan Praktikan 
dalam persiapan rapat yaitu : 
1) Menyebarkan surat undangan rapat terhadap pegawai yang menjadi 
target peserta rapat. 
2) Memeriksa ruangan tempat penyelenggaraan rapat. 
3) Menggandakan bahan bahan yang akan dibahas dalam rapat untuk 
selanjutnya dibagikan oleh Praktikan kepada para peserta rapat ketika 
rapat belum dimulai. 
4) Menyiapkan makanan atau coffe break untuk peserta rapat. 
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7. Membantu pengiriman surat edaran ke seluruh daerah di Indonesia. 
Surat edaran adalah salah satu sistem pemberian instruksi atau perintah ke 
seluruh daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan selain melalui alat elektronik seperti melalui telepon maupun e-mail. 
Keabsahan sebuah pengumuman akan lebih terjamin melalui surat edaran karena 
dapat dijadikan sebagai sebuah warkat atau arsip yang dapat menjadi dokumen 
daerah yang menerima surat edaran tersebut. Dalam pengiriman surat edaran 
Praktikan bertugas untuk melipat dan memasukkan ke dalam amplop.  
Dalam melipat surat edaran Praktikan menggunakan model lipatan akordion. 
Dengan demikian kepala dan alamat yang dituju, tampak pada bagiaan atas. Hal 
ini akan memudahkan bagi pengirim surat dan penerimanya. Nama pengirim dan 
alamat yang dituju dapat langsung terbaca dengan jelas sementara isi surat 
tertutup dalam bagian dalamnya. Setelah surat edaran dilipat , untuk selanjutnya 
dimasukkan ke dalam amlop dan pada bagian luar amlop dibubuhkan cap atau 
stempel Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
. 
8. Mengedarkan list peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia 
Kepatuhan internal Kementerian Keuangan Republik Indonesia di kontrol 
dalam divisi Unit Kontrol Intern. Peraturan tersebut dibuat langsung oleh Menteri 
Keuangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan akan diproses terlebih 
dahulu dalam divisi Unit Kontrol Intern. Yaitu berupa pemberian surat peringatan 
terhadap pegawai yang melanggar peraturan dan pemanggilan terhadap pegawai 
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yang tidak mendapat toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal 
ini Praktikan bertugas untuk mencetak list peraturan dan mengedarkan kepada tiap 
divisi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui buku 
agenda. Sebelum list peraturan diedarkan oleh Praktikan , list peraturan tersebut 
terlebih dahulu di resume oleh Praktikan untuk selanjutnya resume diberikan 
kepada kepala divisi Kepatuhan Internal. 
 
9. Merekapitulasi daftar hadir peserta Dana Alokasi Khusus dari seluruh 
daerah di Indonesia 
Kegiatan evaluasi Dana Alokasi Khusus yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan dimana peserta dari kegiatan tersebut adalah 
perwakilan dari setiap daerah di Indonesia. Dalam kegiatan ini Praktikan akan 
melakukan rekapitulasi daftar hadir peserta berdasarkan wilayah. Rekapitulasi 
dilakukan oleh Praktikan untuk mengetahui jumlah peserta evaluasi dan 
rekapitulasi tersebut akan menjadi arsip Unit Kontrol Intern. Adapun hal yang 
dilakukan oleh Praktikan ketika merekapitulasi daftar hadir peserta Dana Alokasi 
Khusus adalah sebagai berikut: 
1) Mengelompokkan peserta berdasarkan daerah asal  
2) Mengurutkan daerah di indonesia dari sabang sampai merauke 
3) Membuat kode pada tiap wilayah 
4) Merekapitulasi daftar hadir peserta melalui microsoft office excel 
5) Menggandakan dokumen rekapitulasi sesuai jumlah yang dibutuhkan 
6) Membagikan kepada divisi yang membutuhkan dokumen 
27 
 
 
 
7) Menyimpan dokumen rekapitulasi berdasarkan tanggal kegiatan 
evaluasi 
 
10. Membubuhkan alamat pada amplop 
Dalam surat yang bersampul, pembubuhan alamat luar merupakan hal 
yang penting untuk diperhatikan. Ketidakjelasan dan kekeliruan dalam penulisan 
alamat dapat berakibat fatal. Surat menjadi tidak sampai atau salah alamat 
sehingga dokumen menjadi tidak memiliki nilai guna. Perlu diperhatikan bahwa 
alamat pengirim yang berupa nama kelembagaan tidak lazim dituliskan di bagian 
kiri bawah atau bagian belakang sampul. Selain alamat pengirim dan alamat yang 
dituju, pada sampul surat dibubuhkan nomor surat, cap dinas. Dalam 
membubuhkan alamat pada sampul surat hal yang dilakukan Praktikan adalah: 
1) Memeriksa kebenaran alamat yang dituju 
2) Membuat format alamat pada sampul surat 
3) Mencetak alamat pada sampul surat 
4) Membubuhkan cap Kementerian Keuangan pada sampul surat 
 
11. Mencatat persediaan barang 
Barang barang yang dibutuhkan dalam divisi Unit Kontrol Intern diperoleh 
dari bagian kepegawaian sub divisi rumah tangga. Dalam hal ini Praktikan 
bertugas untuk memeriksa barang barang yang masih ada dan barang barang yang 
harus diambil lagi. Untuk selanjutnya dibuat list oleh Praktikan. Tidak hanya 
barang yang sudah habis akan dilist oleh Praktikan tetapi juga barang yang sudah 
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tinggal sedikit. Karena permintaan barang harus dengan menggunakan surat 
pengantar. Untuk menghindari permintaan barang secara sering maka lebih baik 
Unit Kontrol Intern meminta barang untuk selanjutnya dibuat menjadi persediaan. 
       Adapun langkah langkah ketika akan mengambil barang dri sub divisi rumah 
tangga adalah sebagai berikut: 
1) Memeriksa persediaan barang di Unit Kontrol Intern 
2) Mencatat barang yang perlu ditambah 
3) Melaporkan kepada kepala bidang Kepatuhan internal 
4) Membuat list dan format surat permintaan barang 
5) Meminta tanda tangan kepala bidang 
6) Memberikan surat kepada subdivisi rumah tangga 
7) Membawa barang barang ke ruangan Unit Kontrol Intern 
Berikut adalah surat permintaan barang Kepatuhan Internal DJPK: 
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C. Kendala yang Dihadapi  
Berdasarkan kegiatan yang Praktikan lakukan di lapangan selama Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ada kendala yang didapatkan. Adapun kendala yang 
dihadapi Praktikan selama Praktik Kerja Lapanga (PKL) adalah : 
1) Kurang efektif dan efisiennya manajemen organisasi Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan..  
2) Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan 
 
D. Cara Mengatasi Kendala  
1. kurang efektifnya manajemen organisasi DJPK 
      Dalam menghadapi kendala Praktikan selalu berusaha agar kendala 
manajemen organisasi yang kurang efektif di Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan cara kerja 
Praktikan sehingga tidak mengganggu pekerjaan lainnya selama Praktikan 
melakukan Praktik Kerja Lapangan. Menurut Praktikan panitia pelaksana kurang 
persiapan dalam evaluasi tersebut karena pada surat edaran dinyatakan bahwa 
panitia harus sudah hadir di aula Nusantara tempat evaluasi tersebut ditentukan 
sekurang kurangnya 15 menit sebelum evaluasi dimulai. Namun pada 
kenyataanya panitia hadir tepat pada waktu evaluasi dimulai. Begitu juga dengan 
persiapan fasilitas tidak sepenuhnya lengkap dimana ketika melakukan evaluasi 
adalah berdasarkan nomor urut. Nomor urut diberikan ketika melakukan 
registrasi, kurang siapnya panitia ditandai dengan nomor urut yang belum 
disiapkan ketika para peserta Dana Alokasi Khusus sudah mengantri. Dalam hal 
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ini Praktikan mengalami kendala karena yang menjadi penerima tamu di meja 
registrasi adalah Praktikan maka Praktikan harus memberikan penjelasan 
mengenai belum adanya nomor urut evaluasi. 
Praktikan menyadari bahwa pengorganisasian dan pembagian kerja  
merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan dari suatu 
kegiatan. Dengan pengorganisasian, anggota organisasi diharuskan untuk berpikir 
dan bertindak secara tersistem atas setiap hubungan antara manusia dan kegiatan 
yang ada di dalamnya, sehingga tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan 
dapat dijalankan secara efisien dan efektif.  
Hal ini sesuai dengan pendapat Tony Waworuntu yang menyatakan bahwa 
“Pengorganisasian adalah proses pengelompokan alat alat dan manusia dalam 
bentuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, dimana 
keseluruhan proses tersebut terikat pada satu sistem, dan sistem tersebut dapat 
terlihat di dalam struktur organisasi”1. 
 
Ensiklopedi Administrasi juga mengatakan bahwa “Pengorganisasian adalah 
rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi 
segenap kegiatan usaha kerjasama dengan jalan membagi dan 
mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan serta 
menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara ketiga macam 
pandangan atau para pejabatnya, pandangan tersebut adalah sistem kerjasama, 
sistem hubungan dan sistem sosial”2.  
                                                          
1
 Tony Waworuntu, manajemen untuk sekretaris, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1991)  hal 22. 
2Ensiklopedi Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, 1977, hal 234 
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      Berdasarkan kedua pendapat tersebut, pengorganisasian dapat dipahami 
sebagai sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dalam kendala yang dihadapi oleh Praktikan pengorganisasin di 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kurang efektif dan efisien dimana 
pembagian kerja tidak tersistem. Sebagai sebuah instansi pemerintahan yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat seharusnya menunjukkan bahwa 
manajemen organisasi yang baik sehingga menjadi teladan dan contoh bagi 
masyarakat untuk dapat diterapkan di daerah tempat mereka tinggal. 
Sedangkan pengertian manajemen sendiri menurut pendapat Ernie 
Tisnawati Sule “ Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk 
mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang orang 
serta sumber daya organisasi lainnya.
3
 
 
      Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi 
akan tercapai dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengendalian. Manajemen adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam 
mencapai sebuah tujuan organisasi. Tanpa adanya manajemen yang baik maka 
proses tidak akan tersistem sehingga akan berantakan. Manajemen diperlukan 
ketika terdapat sekumpulan orang orang yang memiliki perbedaaan karekteristik 
                                                                                                                                                               
 
3 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Mananajemen,( Kencana: Prenada Media Group) 
hal 5. 
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dan sejumlah sumber daya yang harus dikelola agar tujuan sebuah organisasi 
dapat tercapai.  
Dan mnurut pendapat 
4
Ernest Dale dalam bukunya Tony Waworuntu yang 
menyatakan bahwa manajemen organisasi itu penting karena sebagai proses 
yang bermulti langkah berusaha untuk : 
 Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan organisasi. 
 Membagi beban pekerjaan dalam aktivitas aktivitas yang secara logis dan 
menyenangkan dapat dilakukan oleh seorang atau oleh sekelompok orang. 
 Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi atau perusahaan dalam 
cara yang logis dan efisien 
 Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota 
organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis 
 Mengawasi atau memonitor sseberapa jauh suatu organisasi itu efektif dan 
mengambil langkah langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan 
meningkatkan efektifitas organisasi. 
      Praktikan mengalami penumpukan pekerjaan karena manajemen organisasi 
DJPK kurang efektif dan efisien. Praktikan mengatasinya dengan cara 
memanfaatkan dan mengendalikan waktu yaitu jika tak ada intruksi , maka 
Praktikan membuat prioritas kerja. Praktikan memprioritaskan membuat nomor 
urut secara manual agar proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar. Tetapi 
sebelum membuat nomor urut secara manual Praktikan membuat pertimbangan 
                                                          
4
  Tony Waworuntu, manajemen untuk sekretaris,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1991)  hal 27. 
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sebelum bertindak dimana sebelumnya tidak ada intruksi untuk membuat nomor 
urut secara manual tetapi Praktikan meninjau keadaan untuk mengetahui tindakan 
yang perlu dilakukan dan bertindak sesuai dengan kebutuhan, Praktikan 
memPraktikkan sebuah teori yang menurut Praktikan dapat membantu dalam 
mengatasi kendala yaitu inisiatif untuk mengetahui hal apa yang harus dilakukan 
dan bagaimana cara mudah untuk melakukan tanpa diberitahu oleh pimpinan.      
Maka dengan inisiatif Praktikan membuat nomor urut secara manual dengan 
harapan para peserta DAK tidak mengalami penumpukan akibat tidak adanya 
nomor urut peserta sehingga dengan nomor urut manual yang dibuat oleh pratikan 
kegiatan evaluasi Dana Alokasi Khusus berjalan dengan lancar. 
      Namun ketika para peserta mengantri untuk melakukan registrasi dan 
mengambil nomor urut, Praktikan kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh para peserta. Karena sebelum Praktikan bertugas untuk menjadi 
penitia dalam kegiatan evaluasi tersebut, Praktikan tidak mendapat wejangan 
mengenai apa yang harus dilakukan dan dijawab oleh Praktikan ketika mendapat 
pertanyaan dari para peserta. Tetapi ketika Praktikan menerima pertanyaan maka 
Praktikan menjawab dengan berperilaku sopan dan ramah serta tulus dalam 
menjawab para tamu. Hal ini sesuai dengan tugas seorang sekretaris yaitu 
menerima tamu. Cara penerimaan tamu yaitu penerima tamu tidak boleh melayani 
tamu yang kurang tinggi kedudukannya secara kurang sopan. Seorang penerima 
tamu yang baik harus mau melayani seorang pembawa surat sama senang dan 
sama hormatnya sebagaimana ia menerima tamu seorang Menteri. Dan sikap 
Praktikan ketika menerima tamu, maka Praktikan harus dengan segera 
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menghentikan semua pekerjaan yang sedang dilakukan dan segera memberikan 
perhatian sepenuhnya kepada tamu. Dan adalah pada tempatnya apabila penerima 
tamu segera memberikan tegur sapa yang ramah dengan tidak lupa memberikan 
salam kepada tamu. 
 
2. Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan 
      Dalam evaluasi tersebut sistem kepemimpinannya kurang situasional karena 
semua berkas Dana Alokasi Khusus harus mendapat tanda tangan pengesahan 
oleh kepala bagian. Sementara evaluasi dilakukan di gedung Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Aula Nusantara di lantai 1 dan kepala bagian berada di 
lantai 8 maka Praktikan kewalahan ketika mengantarkan berkas ke lantai 8 dimana 
kepala bagian merasa keberatan jika ikut serta di dalam aula tempat evaluasi 
dilaksanakan. Karena peserta datang secara bertahap dan mereka akan terus 
bertanya mengenai berkas mereka apakah sudah ditanda tangani atau belum , 
maka Praktikan harus secara rutin mengantarkan berkas tersebut ke ruangan 
kepala bagian di lantai 8 dimana hal tersebut akan memakan waktu dan membuat 
situasi kondisi yang kurang kondusif sehingga evaluasi Dana Alokasi Khusus 
kurang efektif dan kurang efisien. 
Dalam hal ini pemimpin di DJPK kurang situasional karena tidak peka 
terhadap situasi dan kondisi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 
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Teori situasional (situational theories) yang berpendapat bahwa keefektifan 
dari gaya perilaku pemmpin bergantung pada situasi, sebagaimana situasi 
berubah, gaya yang berbeda menjadi diperlukan.
5
 
Ketika Praktikan mengantarkan berkas dana alokasi khusus maka situasi dari 
proses evaluasi kurang kondusif. Kurang kondusifnya situasi dan kondisi 
disebabkan lalu lalangnya peserta Dana Alokasi Khusus ke lantai 8 untuk 
meminta tanda tangan pemimpin, menurut Praktikan dalam pemimpin dalam 
kasus ini menerapkan kekuasaannya sebagai pemimpin. Dimana pemimpin 
menggunakan wewenangnya sebagai pemimpin untuk tidak ikut serta dalam 
kegiatan evaluasi dan kurang koordinasi dengan bawahan sehingga kegiatan 
evaluasi kurang terkoordinir. Teori kekuasaan yang digunakan oleh pemimpin 
DJPK sesuai dengan teori kekuasaan yang disampaikan oleh Hendi Suhendi yaitu 
 Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain sehingga 
dapat menyebabkan orang lain tersebut bertindak dan wewenang untuk 
memerintah orang lain.
6
 
 Dalam hal ini pemimpin tidak dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan 
situasi yang terjadi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
Menurut Siwi Kadarmo sekretaris dan tugas tugasnya ada beberapa gaya 
kepemimpinan yaitu: 
1. Gaya kepemimpinan yang Paternalistik  
                                                          
5
  The bass Handbook of Leadership (harvard business review : Januari 2009) hal 497 
 
6
 Prof.Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Perilaku Organisasi.hal 307 
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Gaya kepemimpinan seperti ini diterapkan pada anak buah yang berlatar 
belakang apa, sifat pekerjaan yang bagaimana, dan berapa lama tugas 
harus diselesaikan. 
2. Gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis  
Gaya kepemimpinan ini diterapkan jika anggota yang dipimpin memiliki 
pengetahuan yang cukup tinggi dan pengalaman yang luas untuk dapat 
menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan padanya. 
3. Gaya kepemimpinan yang bersifat otokratis 
Seorang pemimpin yang dalam pelaksanaan tugasnya hanya berorientasi 
pada penyelesaian tugas semata maka ia akan menerapkan gaya 
kepemimpinan yang bersifat otokratis. Karena melalui gaya 
kepemimpinan semacam ini pemimpin tidak lagi berdialog dengan 
anggota/staff, sedangkan staff hanya dapat mematuhi apa yang diinginkan 
oleh pimpinan tersebut. Hubungan pimpinan dengan staff adalah benar 
benar hubungan vertikal antara atasan dan staff. 
7
 
 
Ketika kepemimpinan yang tidak situasinal menjadi kendala ketika Praktikan 
melakukan Praktik Kerja Lapangan , maka Praktikan mengatasi kendala dengan 
berinisiatif melakukan koordinasi dengan Office Boy dimana Praktikan 
melakukan pengumpulan berkas sampai 10 berkas, kemudian akan diantarkan 
oleh OB ke ruangan penanda tangan berkas sementara Praktikan melakukan tugas 
lain yaitu membubuhkan stempel pada berkas yang telah ditanda tangani. 
                                                          
7
 DR.Ny.Siwi Kadarmo sekretaris dan tugas tugasnya. ( Jakarta: Nina Dinamika 1998) hal 286 
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Praktikan melakukan koordinasi dengan OB adalah dengan inisiatif Praktikan 
tanpa memandang status dari OB, pendekatan yang dimaksud sesuai dengan 
pendapat Hendi Suhendi yaitu: 
Pendekatan hubungan manusiawi yaitu pendekatan struktural dan fungsional 
mengenai organisasi dianggap hanya menekankan pada produktivitas dan 
penyelesaian tugas.
8
 
Ketika Praktikan merasa kendala ini mengganggu pekerajaan Praktikan yang 
lainnya maka Praktikan harus menjaga kecerdasan emosional. Dimana ketika 
Praktikan disuruh melakukan sebuah pekerjaan sementara pekerjaan lain masih 
menunggu maka Praktikan merasa kecerdasan emosi perlu diterapkan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Wibowo dalam buku Hendi Suhendi yang menyatakan 
bahwa: 
Kecerdasan emosional adalah sekumpulan kemampuan untuk merasakan 
dan menyatakan emosi, mengasimilasi emosi emosi dalam berpikir , 
memahami dan alasan dengan emosi, dan menghubungkan emosi dalam 
dalam diri sendiri dan orang lain. 
9
 
Praktikan harus menjaga kecerdasan emosinal karena pengendalian diri 
merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Ketika Praktikan tidak dapat 
mengendalikan kecerdasan emosional maka akan mengganggu pekerjaan lainnya. 
Ketika Praktikan merasa kewalahan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi 
antara atasan dengan bawahan di DJPK maka Praktikan meminta arahan dan 
                                                          
8
 Prof.Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Perilaku Organisasi.hal 249 
 
9 Prof.Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. perilaku organisasi. Hal 85 
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bimbingan kepada pembimbing Praktikan agar emosi Praktikan tidak 
mengakibatkan kesalahan. Dalam meminta arahan kepada pembimbing, Praktikan 
mencatat apa yang diberitahukan oleh pembimbing supaya tidak terjadi kesalahan 
yang sama di lain waktu. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1) Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia dan ditempatkan pada Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Divisi Unit Kontrol Intern Subdivisi Kepatuhan 
Internal. 
2)  Praktikan melaksanakan pekerjaan kesekretariatan dan administrasi 
selama Praktikan melaksanakan PKL. Adapun pekerjaan tersebut antara 
lain adalah menangani telepon, mengelola surat, membuat notulen rapat, 
membuat resume atau list peraturan,merekapitulasi daftar hadir. 
3) Selama melaksanakan PKL Praktikan menghadapi kendala. Namun 
dengan pengendalian kecerdasan emosinal serta mengaplikasikan teori 
inisiatif dan dengan bimbingan dari kepala Divisi Unit Kontrol Intern, 
Praktikan mampu mengatasi kendala yang Praktikan hadapi selama 
Praktikan melaksanakan PKL. 
4) Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan Praktikan, membuat Praktikan 
menjadi termotivasi menjadi Sekretaris yang profesional. Praktikan 
mendapat banyak pengalaman, pengetahuan dan wawasan lebih selama 
Praktikan melaksanakan PKL. 
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B. Saran  
 
Saran-saran yang dapat Praktikan berikan setelah melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan adalah: 
1. Untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
1) Berdasarkan kendala yang Praktikan hadapi selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebaiknya Direktorat 
Jenderal Perimbangan lebih cakap dalam manajemen 
organisasi, karena dengan manajamen organisasi yang baik 
maka setiap karyawan akan mendapat tugas dan tanggung 
jawab masing-masing sehingga ketika melakukan suatu 
kegiatan tidak ada kendala pada kurangnya kesiapan. Dan agar 
para pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
dapat memanajemen waktu dengan baik sehingga waktu dapat 
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 
2) Sebaiknya ketika melakukan kegiatan yang berhubungan 
dengan masyarakat banyak lebih memperhatikan koordinasi 
agar kegiatan terselenggara dengan baik dan lancar. Karena 
dengan menerapkan koordinasi yang baik , maka masyarakat 
banyak juga akan melihat cara kerja DJPK dan akan 
mencontoh untuk kemudian diterapkan di daerah mereka 
masing masing. 
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3) Kerjasama yang sudah terjalin baik sebaiknya tetap 
dipertahankan  
4) Perusahaan lebih banyak lagi memberikan pekerjaan yang 
mempunyai relevansi dengan latar belakang Praktikan sehingga 
dapat bekerja dengan baik tanpa ada waktu yang terbuang. 
2. Untuk Universitas Negeri Jakarta 
1) Sebaiknya Universitas Negeri Jakarta memiliki kerjasama 
dengan perusahaan berakreditasi baik, agar mahasiswa yang 
ingin melaksanakan PKL tidak kesulitan dalam mencari tempat 
PKL. 
2) Memperbaiki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dalam 
sebuah perusahaan sehingga mahasiswa dapat melaksanakan 
PKL dengan baik. 
3. Untuk Praktikan 
1) Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL agar lebih 
mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang didapat pada waktu perkuliahan. 
2) Dalam melakukan pekerjaan, Praktikan agar lebih teliti 
sehingga terhindar dari kesalahan 
3) Belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan agar tidak terus 
menerus melakukan kesalahan yang sama. 
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DAFTAR PUSTAKA 
Sejarah DJPK 
http://www.djpk@kemenkeu.go.id/sejarah -djpk.html (Diakses tanggal 16 
september pukul 13.00 WIB). 
 
Visi Dan Misi DJPK 
http://www.djpk@kemenkeu.go.id/visimisidjpk.html (Diakses tanggal 23 
september pukul 20.23) 
 
Struktur Organisasi DJPK 
http://www.djpk@kemenkeu.go.id/struktur-organisasi.html (Diakses pada 
tanggal 20 september pukul 19.00). 
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Lampiran 2 
Surat Balasan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 9 
Contoh lembar disposisi Surat Masuk Unit Kontrol Intern 
 
 
 
 
 
58 
 
 
 
Lampiran 10 
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